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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Tangerang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Pelayanan
Pajak Madya Dua Tangerang selama tahun 2024 sebagai salah satu unit Eselon Il di
Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan. LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang disusun dalam rangka
memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan LAKIN diharapkan dapat menjadi wujud akuntabilitas dan
transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta
sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja

organisasi.

Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan
dalam LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang diukur berdasarkan peta
strategi (strategy map) Kantor Unit Vertikal Eselon Il Direktorat Jenderal Pajak yang
disusun dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi
tersebut memetakan setiap sasaran strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki
ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang
telah ditentukan. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang
memiliki peta strategi dengan 11 SS dan 18 IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak
Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang dengan Kepala Kantor
Wilayah DJP Banten. Pengukuran LAKIN dengan menggunakan IKU diharapkan sekaligus
menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam

setahun.

Secara best practice, agenda reformasi birokrasi telah memberikan tekanan
sekaligus tantangan yang cukup besar bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Tangerang untuk mampu mengkombinasikan fungsinya sebagai organisasi birokrasi
sekaligus sebagai unit yang diamanahkan untuk mengamankan penerimaan negara dari
sektor perpajakan. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat
dengan sangat dinamis dan disertai meningkatnya kompleksitas pekerjaan, menuntut

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang untuk menerapkan prinsip-prinsip good

LAPORAN KINERJA KPP MADYA DUA TANGERANG TAHUN 2024



governance secara konsisten serta meningkatkan kualitas organisasi untuk dapat

menghasilkan output atau outcome yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang
berpegang teguh pada Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Menjadi Mitra Tepercaya
Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka
mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"
dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi,
edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi
yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional,

dan bermotivasi.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang diharapkan dapat mencapai target
kinerja secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab

tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Kab. Tangerang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor

Liza Khoironi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun
2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang ini merupakan wujud
pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama tahun 2024. Disamping Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang menuju terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance), laporan ini juga dimaksudkan sebagai
wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu
peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Dua Tangerang.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024 ini
disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-

2024 dan Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
1. Tugas

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan BPHTB dialihkan pada
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tanggal 1 Januari 2013 serta pengelolaan PBB sektor Pedesaan dan Perkantoran

dialihkan pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Januari 2014.

2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya
menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;

c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Waijib Pajak

maupun masyarakat;

—

pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

I. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan

eksternal;

pemutakhiran basis data perpajakan;

—

k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

I. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal ;

. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;

pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan

T ©o 5 3

pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

c. Seksi Pelayanan;
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d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

®

Seksi Pengawasan I,

_—h

Seksi Pengawasan ll;
Seksi Pengawasan llI;

5 Q@

Seksi Pengawasan 1V,

Seksi Pengawasan V,
j. Seksi Pengawasan VI; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi

KEPALA
KANTOR

Subbagian Umum
dan Kepatuhan
Internal

Seksi Seksi Seksi Seksi

Penjamin Kualitas Pelayanan Pengawasan Pemeriksaan,

Data Penilaian, dan
Penagihan

Kelompok
Jabatan
Fungsional

(berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020)

C. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

1. Visi

2. Misi
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3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak
berpedoman kepada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut :
a. Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:
1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
2) Bertindak transparan dan konsisten;
3) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela;
4) Bertanggung jawab atas hasil kerja;
5) Bersikap objektif.
b. Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh
tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:
1) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
2) Memiliki kepercayaan diri yang tinggi;
3) Bekerja efisien dan efektif;
4) Bekerja cerdas, cepat, cermat, dan tuntas;
5) Bekerja dengan hati.
c. Sinergi
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produkiif
serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk
menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
Prilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:
1) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
2) Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan;
3) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;
4) Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah.
d. Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan
yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

1) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
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2) Menghindari arogansi kekuasaan;
3) Bersikap ramah dan santun;
4) Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
e. Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan
memberikan yang terbaik.
Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:
1) berwawasan ke depan dan adaptif;
2) melakukan perbaikan terus menerus;
3) mengembangkan inovasi dan kreativitas;

4) peduli lingkungan.

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan beserta perilaku utama tersebut menjadi
acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Tangerang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga
dapat bekerja maksimal, dan memudahkan pencapaian sasaran strategis yang
telah ditetapkan.

4. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Merupakan implementasi sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan
pada waktu tertentu satu sampai dengan satu tahun kedepan. Oleh karena
itu sebagai penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Kantor
Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang memiliki tujuan bidang Fiskal dan
tujuan bidang Kelembagaan, sebagai berikut :
1) Tujuan bidang fiskal yaitu menunjang kemandirian pembiayaan
pemerintah melalui pemungutan pajak pusat;
2) Tujuan bidang kelembagaan yaitu meningkatkan kinerja pegawai Kantor

Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang.

b. Sasaran
Merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Penjabaran dari tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang
dalam tahun 2024 memiliki sasaran strategis sebagai berikut:
1) Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;

2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
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3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
Edukasi dan pelayanan yang efektif;
Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
Penegakan hukum yang efektif;

SDM yang kompeten;

Organisasi yang berkinerja tinggi; dan

10) Pengelolaan keuangan yang optimal.

5. Cara Pencapaian Tujuan

a. Kebijakan

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

sasaran, tujuan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan kebijakan

yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan

kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;

Meningkatkan Kualitas Pelayanan;

Mengoptimalkan Pelaksanaan Penagihan;

Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan;

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi & SDM,;
Mengoptimalkan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran.

b. Program

Sebagai implementasi dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan maka

dicanangkan program yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024

sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Pengawasan Administrasi Penerimaan;

Mempercepat Penyelesaian Pelayanan;

Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak;

Intensifikasi Potensi Pajak;

Mengoptimalkan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
Pencairan Tunggakan Melalui Tindakan Penagihan Aktif;

Membuat Usul Pemeriksaan Rutin & Khusus;

Pembinaan Kedisiplinan & Peningkatan Kualitas SDM;

Peningkatan Pengelolaan Keuangan;

10) Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Belanja Operasional;

11) Peningkatan Sarana dan Prasarana.
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D. Mandat yang Diberikan Kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 146/PJ/2021 tanggal 15 April
2021, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten.

Dalam menjalankan tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang tetap
memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan antara lain
dengan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang diberi beban
tanggung jawab mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar
Rp 23.529.493.427.000.

E. Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang
Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang merupakan salah satu Kantor
Pelayanan Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP Banten yang telah menerapkan administrasi modern.
Wilayah Kerja KPP Madya Dua Tangerang terdiri dari 6 (enam) Kabupaten/Kota,
yaitu:
Kota Serang
Kota Cilegon
Kabupaten Lebak
Kabupaten Tangerang

Kabupaten Serang

o g M w DNk

Kabupaten Pandeglang

Dengan luas wilayah kerja KPP Madya Dua Tangerang dan target penerimaan
pajak yang dibebankan, menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Tangerang mempunyai andil/peranan penting dalam pengamanan penerimaan negara
dari sektor pajak bagi Kantor Wilayah DJP Banten, maupun secara nasional bagi

Direktorat Jenderal Pajak.

F. Kekuatan Berbagai Sumber Daya Yang Ada
1. Faktor Internal
a. Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang didukung oleh sumber daya

manusia sebanyak 120 orang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:
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1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

1 Laki - laki 74
2 Perempuan 46
Total 120

2) Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Pendidikan

1 S2 36
2 S1/D4 44
3 D3 17
4 D1 19
5 Setingkat SMU 4
Total 120

3) Berdasarkan Golongan

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

1 Golongan IV 27
2 Golongan lli 67
3 Golongan Il 26

Total 120

4) Berdasarkan Jabatan

Tabel 4
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

1 Eselon IlI 1
2 Eselon IV 10
3 Fungsional 38
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4 Pelaksana 72
Total 120

b. Sarana dan Prasarana
Secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang
pelaksanaan tugas-tugas rutin dan kegiatan penunjang bagi pegawai di Kantor
Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang
tersedia antara lain:
1) Ruang kerja pegawai;
2) Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua;
3) Komputer, printer, laptop, scanner;
4) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);
5) Ruang Helpdesk;
6) Kelas Pajak;
7) Ruang berkas Wajib Pajak;
8) Ruang tempat alat tulis kantor (ATK);
9) Toilet di masing-masing lantai;
10) Ruang rapat;
11) Ruang server;
12) Aula pegawai;
13) Tempat beribadah;
14) Lahan Parkir.

2. Faktor Eksternal

a. Potensi Perpajakan

Sektor Usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang yang
strategis dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1) Industri Pengolahan;

2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan

Sepeda Motor;
3) Konstruksi;
4) Agen Perjalanan, Jasa Sewa, dan Jasa Penunjang Lainnya,;

5) Transportasi dan Pergudangan.
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b. Jumlah dan komposisi Wajib Pajak (WP)

Jumlah WP KPP Madya Dua Tangerang pada tahun 2024 sebanyak 2.218 WP
dengan komposisi sebagai berikut:

1) Badan: 2.066 WP;

2) Orang Pribadi: 151 WP; dan

3) Pemungut: 1 WP.

Sistematika Penyajian

Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja instansi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Sistematika muatan

pelaporan LAKIN sebagai berikut :
1. BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis KPP Madya Dua Tangerang serta permasalahan utama (strategic

issues) yang sedang dihadapi KPP Madya Dua Tangerang.
2. BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar mengenai Rencana Strategis
(Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan lkhtisar Perjanjian
Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang Tahun 2024.

3. BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan:
a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat
dalam Renja sebagaimana terlampir);

b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan
d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan

capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada).
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3) Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka
pencapaian target kinerja.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

7) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah
disusun dalam pencapaian kinerja.

8) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna
layanan maupun penerima manfaat.

9) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dan lain-lain.

10) Rencana aksi ke depan.
b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan Kkinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah
dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada
bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan
asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya
dalam pencapaian IKU.
d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan,
menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait
isu tematik APBN (jika ada).
e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit
organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun Langkah-langkah

perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas

LAPORAN KINERJA KPP MADYA DUA TANGERANG TAHUN 2024

11



4.

kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit
kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
LAMPIRAN

Pada bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja berupa

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024.
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BAB I

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024
berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat

gambaran umum, visi, misi dan nilai-nilai, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama

(IKU), program dan target tahunan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak,

maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut :

* Presiden

*DPR

* Menteri Keuangan

* BPK

* Masyarakat

« Direktur Jenderal Pajak

Stakeholder
Pespective

* Wajib Pajak

Customer
Perspective

T

1
Penerimaan pajak

negarayang optimal \
2
Kepatuhan wajib pajak

o \

|

Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan \ Pengawasan Penegakan Hukum
|
2 | Edul:oidln 4 5
§ 2 pelayananyang 4 Pengawasanyang y Penegakan hukum
@
B
-
i
6
Datadan Informasi
yang berkualitas
i
3 ¢ E = = B =
£3d = - 2
5 vae % SDMyang Organisasiyang fit .zgl;g?nll::g
4 6':5 kompeten forpurpose [k bt A
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1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat

Jenderal Pajak menetapkan Visi sebagai berikut :

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat
Jenderal Pajak sebagai berikut :

3. Nilai — Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai — nilai
dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan
dikembangkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
190/PMK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan yang meliputi:

a. Integritas, mengandung arti berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan
baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip — prinsip moral.

b. Profesionalisme, mengandung arti bekerja tuntas dan akurat atas dasar
kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
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c. Sinergi, mengandung arti membangun dan memastikan hubungan kerja sama
internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan, mengandung arti memberikan layanan yang memenuhi kepuasan
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan,
cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan, mengandung arti senantiasa melakukan upaya perbaikan di

segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Tangerang

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik,dapat
diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal
Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Tangerang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran
Program/Kegiatan
1 | Penerimaan negara |0la-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100%
dari sektor pajak yang

\[o}

Indikator Kinerja

optimal 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan 100
penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

2 | Kepatuhan tahun 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100%
berjalan yang tinggi dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM)

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 100%
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi

3 | Kepatuhan tahun 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100%
sebelumnya yang dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
tinggi (PKM)
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Sasaran

\[o} Program/Kegiatan Indikator Kinerja
4 | Edukasi dan 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor 74%
pelayanan yang dan bayar atas kegiatan edukasi dan
efektif penyuluhan
04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan 100%
Efektivitas Penyuluhan
5 | Pengawasan 05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran 90%
pembayaran masa Masa WP Strategis
yang efektif
6 | Pengujian kepatuhan | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan 100%
material yang efektif | penjelasan atas data dan/atau keterangan WP
Strategis
06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain 100%
Tahun Berjalan
06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite 100%
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7 | Penegakan hukum 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 100%
yang efektif Penilaian
07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75%
07c¢-N Persentase penyampaian usul 100%
Pemeriksaan Bukti Permulaan
8 | Data dan informasi 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan 100%
yang berkualitas Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan
9 | Pengelolaan 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan 100
Organisasi dan SDM | Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
yang adaptif
09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85
09c-N Indeks Efektivitas Implementasi 20
Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
10 | Pengelolaan 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 100
keuangan yang anggaran
akuntabel

C. Perjanjian Kinerja
Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang yang memuat komponen sasaran strategis,

IKU, target kinerja, program dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor
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Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA TANGERANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Penerimaan negara dari
sektor pajak vang

optimal

Indikator Kinerja

(Na-CF Persentase realisasi penerimaan pajak

01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
brute dan deviasi proveksi perencanaan kas

Kepatuhan tahun
benjalan yang tinggi

02a-CF Persentase realisasi penerimaan pajak dar
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

02b-CF  Persentase capaian  tingkat  kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi

Kepatuhan tahun
sebelumnya yang tinggi

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PEM)

Edukasi dan pelayanan
vang efektif

(Ma-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

(4b-M Indeks Kepuasan Pelavanan dan Efektivitas
Penyuluhan

Pengawasan
pembayaran masa yang
efektif

05a-CP Persentase pengawasan pum'ha}'aran masa WP
Strategis

Pengujian ~ kepatuhan

material yang efektif

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
atas data dan,/atau keterangan WF Strategis

(6b-M Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

D6c-M Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat waktu

Penegakan hukum vang
efektif

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

07b-CF Tingkat efektivitas penagihan

07c-M Persentase penvampaian usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan
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likator Kinerja

Data dan informasi vang | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan
berkualitas produksi Alat Keterangan

0%a-M Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan
Kegiatan Kebintalan SDM

Pengelolaan  Organisasi

. 09b-M Indeks Penilaian Integritas Unit
dan SDM yang adaptif noess Fentaian tntegriias Loy

0%c-M Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja
dan manajemen risiko

Pengelolaan  keuangan

yang akuntabel 10a-CF Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negarn Rp  1.727.69%9.000
1. Kegiatan Pelavanan, Komunikasi, dan Edukasi Ep 353.481.000

2 Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp  1374.218.000

B.Program Dukungon Manajemen Rp  5229.394.000
1. Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMMN, dan Unvum Rp 4260801000
2 Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp 968.593.000

Total Rp  &.5957.093.000

Kab. Tangerang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Drirektorat Jenderal Fajak Banten, Madya Dua Tangerang,
s:s =

Cucu Supriatna Liza Khoironi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (01a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm. | Q3 s.d. Q3 | Q4 Y 2024
Target 18% 42% 42% 66% 66% 100% 100%
Realisasi |23.11% |49.22% |49.22% |70.89% |70.89% |100.17%| 100.17%
Capaian 128.36 |117.19 117.19 |107.40 |107.40 |100.17 |100.17

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;
serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat
Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang
asing, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target

penerimaan pajak yang dibukukan secara manual,

penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan
perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP
yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil
DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana

Penerimaan Per KPP.
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Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di
KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun
diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak
x 100%

Target penerimaan pajak

Realisasi IKU

Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

= PENERIVAAN TAHUN BERIALAN

TARGET. VRN DOLAR SV PBKKIRIM PBKTERVA BRUTO SV NETTO NETTOLALU | PENCAPAAN | PERTUVBURAN
A Pajok Penghasian 8,406,019,410,000]_8,648,641,657,081| 663,234,264,085] _88,805,156,208] -90,021,573,668.00] 114,295143,358.00| 9,424,954,647,064] _040,459,714,218] 8,484,494,932,846| 7,366,610,220,348) 10093 15.18]
1 PPh NON MGAS 8,406,019,410,000]_8,647,456,051,862| 663,234,764,085] _88,805,156,208] -B3,835,968,449.00] 114,295,143,358.00| 9,424,954,647,064] _040,459,714,218] _8,484,494,932,846| 7,366,624,523,630] 10093] 517
T1PPh Pasal 21 2,315,335,072,000]_2,115,121,668,282] 0| 13.654.416,576] -12.260,599,148.00| 33,404,470.477.00] 2,149,919,965,187] 42,602,198 _2,149,877,362.989] 1.881,027,950,60] 5285 14.29)
1.2PPh Pasal 22 56,556,212,000 _101,513,569,654] O 19,550936.79]  -514,017,682.00]  542,666432.00  121,093,155,194] 47401000 121,045.754,194]  126,837,712,45]] 214,02} 57|
1.3 PPh Pasal 22 Impor 564,993,741,000]_1,421,773,739,563) q] -36,653,625.00| 6,104,200.00] 1,421,745,190,158] 0| 1,421,745,190,158| _1,270,744,529,564 25164) 1159
14PPhPasal 23 220,293,330,000] _523,457,203,556) O] 6650853827 893595450300 7,d51,065,634.00]  528,632158,514] _ 4,069,402,773| _ 524,562,755,741] _494,803,244,481] 23812 601
15 PPh Pasal 25/20 O 27,087547,000] 21,456,403, 709] q] 52,150,779.00] 52,150,779.00] _ 21,456,403.703] O 21.456.403,703 _ 20,729,996,628] 7921 EE|
L6 PP Pasal 25/29 Badan 4,807,395 434,000]_3,249,251,274,872] 663,234,264,085] 39,004,528,655| -55.737,754,437.00] _65,883,381,087.00] 3,061,635,604,262] _930,881,221,193] 3,030,754,473,060] 2,650,348,359,33] 63.04] 143
1.7 PPh Pasal 26 173,380,347,000] _667,548,693,893] O 7.026,091,686] -2,327,394,956.00] _1,040,637,977.00] _ 673,485,028,600] O 673,486,028,600] _385011,341,969] 388.5| 74,93
18PPhFnal 240,975,727,000]__547,317,095,833] O 2709328674 -6.965934319.00] _5912,658,772.00 _ 546973,148,960| _ 5.419,067,054| 541,654,061,906] _537,319,071,097] E2XE| 079
19 PPh Fiskal Luar Negert 0 q] q] q] q] q] q q] 9 q] q] q
T10PPh Non Migas Lainnya q 16,402,485 q] 9] ~5,500,00000] q] 10,902,486 q] 10,902,436 197,682,480 q] 10552
2. PPhMIGAS 0] 1185605219 q] O _-1.185,605,219.00] q] q q] q 14,303,291} q] 00|
2.1 PPh Minyak Bumi 0 q] q] q] q] q] 0 q] 9] 14,303,291} q] 100
2.2PPh Gas Alam 0 q] q] 9] q] q] 0 q] 9] q] q] q|
Tainnya 0 q] q] q] q] q] q q] 9] q] q] q
2.4 PPh Gas Alam Lainnya 0] 1185605219 q] O _-1.185605,219.00] q] q q] 9] q] q] q|
B PPN dan PPV 14,737,192,187,000] 15.964.430,073,367] 0| 53.213,251,517] -136,603,629,717.00| 127,127,852.764.00] 16,008,167,547,931] 1,389,781,381,219| 14,618,386.166.712] 13,246,351,617,662] 9919 1036
1 PPN Dafam Negeri 7,264,234,469,000]_7,457,177,027,577] 0| 53.211,543,236] -133,202,406,736.00| 126,959,546,956.00] 7,504,145,711,033| 1,389,774,154,219| 6,114,371,556,814] _5,146,780,415,255) 84.17] 18.5|
2. PPN Impor 7,467,938,214,000]_8,501,494,514,808] q] o -2092,219,69.00] 59,956,785.00] _8,499,512,251,89| 7,227,000 _8,499,505,024,895] _8,090,586,883,896] 113381 5.05|
3 PPnBV Dalam Negert ,754,279,000] __1,339,353,820] q] O 1.354501,40000] 108,349,021.00| 93,201,441 q] 93,201.441] 480,941,031 19| 119.38]
2_PPnBimpor 215.782,000] __4,255.269,643 q] 9| q] q] 4,755,260,643 q] 4.755,269,643 226575000 1,072.00] 177808
5 PPN Lainnya 29,443,000 163,907,521} q] 1.708,281] ~4:501,88300] q] 61,113,919 q] 61,113,919 51,916,044 325.80] 21034
6.PPrBMLannya 0 q] q| 9| q] q| 0 q] 9| q] q] q|
7.PPNDNDTP 0 q] q] q q] q] 0 q] 9] '9,186,768,496] q] 100
8 PPNBMDTP 0 q] q] 9] q] q] q q] 9] q] q] q
C PBBdanBPHTB q q] q] 9] q] q] q q] 9] q] q] q|
. Pendapatan PPh OTP q q] q] 9| q] q] q q] 9] 5,704,676,53] q] ~100)
E PaakLannya 386,281,830,000] _194,112,347,616| 277,521,053,79%)| 9| O 471,623,401412] _ 3,915,834,908] _ 467,707,566,504] 1,694,381,414] 121.08] 27,503.44|
TNVLAH(A+B+C+DTE) 25,529,493,427,000] 24,807,184,078,064| 940,755,317,881| 142,016,407,725] -226,635,203,38500] 241,422,996,122.00] 25.904,745,596,407] 2,334, 156,930,345| 23,570,588,666,062] 20,624,360,895,960] 100.17 14.29)

Realisasi  penerimaan  pajak tahun 2024  adalah  sebesar
Rp23.570.588.666.062 dari target sebesar Rp23.529.493.427.000 dengan
pertumbuhan sebesar 14.29% Realisasi ini lebih baik dibandingkan tahun lalu
yang sebesar 3.25%. Berdasarkan data menunjukkan realisasi penerimaan
pajak hingga 31 Desember 2024 dalam berbagai kategori, termasuk PPh Non-
Migas, PPN dan PPnBM, Pajak Lainnya, dan PPh Migas. Target penerimaan
tahun 2024 untuk kategori PPh Non-Migas mencapai Rp8,48 triliun, dengan
pertumbuhan sebesar 15,17% dibandingkan tahun sebelumnya dan tingkat
pencapaian sebesar 100,93%. Untuk kategori PPN dan PPnBM, target
penerimaan adalah Rp14,61 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 10,36% dan
pencapaian sebesar 99,19%. Kategori Pajak Lainnya menunjukkan target
penerimaan sebesar Rp467,71 miliar, mencatat pertumbuhan signifikan sebesar
27.503,44% dan pencapaian 121,08%. Sementara itu, PPh Migas tidak
mengalami perubahan signifikan, dengan pencapaian stabil di angka 100%.
Data ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi target

penerimaan pajak dengan pencapaian yang beragam di berbagai kategori.
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2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase realisasi
_ _ - 89.97% 107% | 101.75% | 100.17%
penerimaan pajak

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 23 Januari 2025

a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
Selama 4 tahun terakhir KPP Madya Dua Tangerang mampu merealisasikan
penerimaan yang meningkat. Namun dibandingkan pada tahun 2023 terjadi
penurunan capaian yaitu selisih sejumlah 1.58% dikarenakan adanya revisi
target berupa penambahan target.

b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap
Melakukan mitigasi risiko dengan elakukan monitoring dan evaluasi dalam
pengawasan pembayaran kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib
Pajak, melakukan manajemen restitusi, analisis perilaku wajib pajak,
meningkatkan produktivitas penerbitan SP2DK, dan melakukan sinergi baik
internal maupun eksternal dengan stakeholder dan Lembaga lainnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan
Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun
Target Tahun | Target Tahun
Nama IKU 2024 dalam o
2024 dalam 2024 dalam o Realisasi
) Perjanjan
Renja DJP Renstra DJP o
Kinerja
Persentase
realisasi 100 100 100 100.17%

penerimaan pajak

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 14 Januari 2025

Perbandingan antara target yang tercantum dalam dokumen
perencanaan, seperti Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP
Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJIMN), dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

LAPORAN KINERJA KPP MADYA DUA TANGERANG TAHUN 2024



menunjukkan tingkat pencapaian yang memuaskan. Untuk IKU Persentase
realisasi penerimaan pajak, target yang ditetapkan dalam Renja DJP, Renstra
DJP, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 100%. Berdasarkan data yang
diperoleh dari aplikasi Portal DJP pada 14 Januari 2025, realisasi penerimaan
pajak mencapai 100,17%, melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini
mencerminkan keberhasilan DJP dalam mengelola penerimaan pajak sesuai
dengan dokumen perencanaan strategis yang ada, sekaligus menunjukkan
efektivitas strategi yang diimplementasikan.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/

benchmark internasional

Target Tahun Standar Realisasi
Nama IKU )
2024 Nasional Tahun 2024
Persentase realisasi 100% 100% 100.17%
penerimaan pajak

Sumber: Aplikasi Portal DJP Tanggal 14 Januari 2025

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dengan
standar nasional menunjukkan hasil yang positif. Untuk IKU Persentase realisasi
penerimaan pajak, target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 100%
selaras dengan standar nasional yang juga menetapkan angka 100%.
Berdasarkan data dari aplikasi Portal DJP per 14 Januari 2025, realisasi
penerimaan pajak melampaui target tersebut dengan mencapai 100,17%.
Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan DJP dalam memenubhi
standar nasional, tetapi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dari ekspektasi,
yang dapat menjadi tolok ukur peningkatan di masa mendatang.

5.Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja
Berbagai Upaya telah dilakukan KPP Madya Dua Tangerang untuk menunjang
capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah dilakukan
diantaranya:
a. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pembayaran

kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak

Melakukan manajemen restitusi

Melakukan analisis perilaku wajib pajak

Meningkatkan produktivitas penerbitan SP2DK

© oo T

Melakukan sinergi baik internal maupun eksternal
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Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam tahun kinerja 2024 terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan dan
tercapainya realisasi yang melampaui target. Hal tersebut antara lain karena
adanya pemulihan ekonomi, pengawasan yang efektif oleh segenap petugas
dan insan DJP dalam perkembangan ekonomi di berbagai sektor, serta adanya
pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan
mengedepankan efisiensi dan efektivitas terhadap sumber daya organisasi.
Adanya proses kerja administrasi yang berbasis digital dan pengembangan
aplikasi mendukung otomatisasi yang memudahkan analisis.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Pemanfaatan teknologi yang ada menunjang keberhasilan dalam pencapaian
kinerja di tahun 2024. Selain itu dengan adanya sinergi yang baik dengan
Kementerian dan Lembaga lain turut menyumbang pertukaran data dan
informasi yang lebih luas terkait dengan perpajakan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah
disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realiasi penerimaan pajak tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan
mitigasi risiko yaitu dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko.
Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah
diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus
dihadapi oleh organisasi. Salah satu tantangan utama adalah kondisi ekonomi
yang penuh dengan ketidakpastian. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan
langkah-langkah seperti optimalisasi perencanaan penerimaan, penyampaian
hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta tindak lanjut atas
laporan yang diterima. Selain itu, perlambatan penerimaan dari sektor-sektor
yang menjadi kontributor utama pajak juga menjadi kendala signifikan. Untuk
mengatasinya, dilakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan
nasional serta peningkatan sinergi melalui berbagai program bersama, analisis

bersama, dan proses bisnis bersama.
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Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU
dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion
(GEDSI) seperti misalnya dataterpilah maupun berkebutuhan khusus baik
pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU Persentase Indeks realisasi penerimaan pajak Tahun 2024
menunjukkan bahwa upaya pengelolaan perpajakan yang efektif dapat
memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk
perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Namun,
untuk lebih meningkatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi
kelompok-kelompok ini, perlu adanya kebijakan yang lebih progresif dan
inklusif yang mengedepankan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion
(GEDSI).

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan
tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan
stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak memiliki peran signifikan dalam mendukung terwujudnya program
pemerintah. Pendapatan pajak dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai
program pemerintah yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan gender.
Selain itu, pajak juga berkontribusi dalam pembangunan fasilitas yang ramah
bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas di fasilitas umum, serta
pemberian insentif kepada sektor-sektor yang mempekerjakan individu dengan
disabilitas. Tidak hanya itu, pajak dapat dialokasikan kembali dalam bentuk
belanja sosial bagi kelompok rentan melalui program jaring pengaman sosial

yang dirancang untuk membantu mereka yang membutuhkan.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

e Merencanakan, memantau, dan 2025
mengevaluasi pelaksanaan peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak yang
komprehensif, terintegrasi, dan
berkelanjutan; dan

e Menyusun kebijakan dan  strategi
pengamanan penerimaan pajak tahun
2025 untuk menghadapi tantangan

pencapaian target penerimaan pajak.
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IKU Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan

deviasi proyeksi perencanaan kas (01b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

TIR Q1 Q2 Sm.l |Q3 s.d. Q3 [Q4 Y 2024
Target 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00
Realisasi | 109.46 | 114.35 | 114.35| 99.09 | 99.09 | 103.45 | 103.45
Capaian | 109.46%)| 114.35% | 114.35%| 99.09% | 99.09% | 103.45%)| 103.45%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025
o Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum;
serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
o Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase realisasi

pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi
perencanaan penerimaan kas.
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur

melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot
komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot
komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang
dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara
satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja
tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan
pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara
satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja
tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
(t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1)
dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan

(t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi
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dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan

100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun
mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual,
ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan
Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian
realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan
penyesuaian dalam hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan
terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu
unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DIJP/KPP lain. Dimana dalam
hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP
(bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur
Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan
Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat
pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang
mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau
pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai
berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama
merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja
lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode
yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar
di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak
awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru
merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit
kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak
periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang
terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO

sampai dengan akhir periode.
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2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara
proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi
penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai,
penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1
(satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan
dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh
Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan
pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar
perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash
inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash
inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard
deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas
dalam suatu waktu tertentu < 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi
penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-
masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan penerimaan kas = (50% Xx indeks capaian Persentase realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase

deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
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Realisasi IKU

1board Pertumbuhan Bruto 2024

Sumber: Aplikasi Mandor 14 Januari 2025.

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 103.45% dengan rincian realisasi
pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 106.89% range deviasi penerimaan kas
senilai 7.50% (Realisasi presentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan

kas sebesar 100).
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